
 
 
 
 

KEPUTUSAN 
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  

NOMOR : KEP/26/M.PAN/2/2004 
 

TENTANG 
 

PETUNJUK TEKNIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK  

 
 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, 
 

Menimbang : a. bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik 
seperti dimaksud dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan 
kualitas pelayanan publik;  

b. bahwa sehubungan dengan butir a, dan dalam rangka mendorong keberhasilan 
pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya 
Program Kerjasama dengan  International Monetary Fund (IMF) seperti 
dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003, perlu ditetapkan 
Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas  Dalam Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik. 

 

Mengingat : 1.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  R.I. Tahun 1999 Nomor 60 dan 
Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3839); 

2.    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
R.I. Nomor 3952); 

3.   Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam 
Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
R.I. Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3995); 

4.    Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kabinet Gotong Royong; 

5.   Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang 
Perubahan Atas Keputusan Presiden  Nomor 101 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Menteri Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003; 

6.    Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan 
dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat; 

7.   Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

8.    Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
95/KEP/M.PAN/11/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri 
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Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. 

 
                                      MEMUTUSKAN :   

 
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

TENTANG PETUNJUK  TEKNIS TRANSPARANSI DAN 
AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN 
PUBLIK 

   
PERTAMA  : Transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik utamanya 

diwujudkan pada aspek-aspek pembiayaan, waktu, persyaratan, prosedur, 
informasi, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, mekanisme pengaduan 
masyarakat, standar, dan lokasi pelayanan;  
 

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah seperti 
tersebut dalam Lampiran Keputusan ini  dan digunakan  sebagai  acuan bagi 
seluruh  pimpinan   instansi  dan  pimpinan  unit  pelayanan  instansi  pemerintah  
di  Pusat  dan  Daerah  termasuk  Badan  Usaha  Milik  Negara dan  Badan Usaha 
Milik Daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan 
pelayanan publik, sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan serta tugas dan 
fungsi masing-masing; 
 

KETIGA : Agar komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik dapat tercapai, setiap pimpinan instansi dan 
pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah termasuk Badan Usaha Milik Negara 
dan Badan Usaha Milik Daerah, wajib memberikan pemahaman dan sosialisasi 
kepada seluruh pegawainya secara berkala; 
 

KEEMPAT : Untuk mendorong dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilakukan evaluasi dan audit kinerja 
pelayanan publik secara berkala baik oleh unit pengawasan internal maupun unit 
pengawasan eksternal; 
 

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

      Ditetapkan di : Jakarta 
      pada tanggal   : 24 Februari 2004 
 

Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara 

 
 
 
 
 

Feisal Tamin 
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LAMPIRAN KEPUTUSAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
Nomor       :   KEP/26/M.PAN/2/2004 
Tanggal     :   24 Februari 2004  

 
 

PETUNJUK TEKNIS 
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  

DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK 
 
 

I. PENDAHULUAN 
 

1. Latar Belakang 
 

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa negara wajib melayani setiap 
warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka 
pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
 
Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam 
berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil  dan 
kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini 
dapat dilihat antara lain dari banyaknya pengaduan atau keluhan dari masyarakat dan 
dunia usaha, baik melalui surat pembaca maupun media pengaduan lainnya, seperti 
menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, tidak 
transparan, kurang informatif, kurang akomodatif, kurang konsisten, terbatasnya fasilitas, 
sarana dan prasarana pelayanan, sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu dan 
biaya) serta masih banyak dijumpai praktek pungutan liar serta tindakan-tindakan yang 
berindikasikan penyimpangan dan KKN. 
 
Buruknya kinerja pelayanan publik ini antara lain dikarenakan belum dilaksanakannya 
transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, 
pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap unit 
pelayanan instansi pemerintah karena kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik 
memiliki implikasi yang luas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. 
 
Instruksi Presiden R.I. Nomor 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi 
Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan International 
Monetary Fund (IMF),  menginstruksikan antara lain kepada Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka meningkatkan 
transparansi dan akuntabilitas pelayanan masyarakat terutama yang menyangkut 
kepastian prosedur, waktu, dan pembiayaan pelayanan publik.  
 
Selain itu, untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas, transparan dan akuntabel 
antara lain telah ditetapkan Keputusan Men.PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Namun demikian 
transparansi dan akuntabilitas yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan 
secara utuh oleh setiap instansi dan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan 
tugas dan fungsinya belum juga dapat dilaksanakan secara menyeluruh. 
 
Sehubungan dengan hal tersebut,  perlu penjabaran secara lebih rinci mengenai 
transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, karena pelaksanaan transparansi dan 
akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik akan meningkatkan kinerja 
pelayanan publik. Transparansi dan akuntabilitas harus dilaksanakan pada seluruh aspek 
manajemen pelayanan publik, meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan/ pengendalian, dan laporan hasil kinerjanya. Transparansi dan akuntabilitas 
hendaknya dimulai dari proses perencanaan pengembangan pelayanan publik karena 
sangat terkait dengan kepastian berusaha bagi investor baik dalam negeri maupun luar 
negeri, serta kepastian pelayanan bagi masyarakat umum yang memerlukan dan yang 
berhak atas pelayanan. 
 

 3



2. Maksud dan Tujuan 
 

a. Maksud ditetapkan petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan bagi seluruh 
penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas transparansi dan 
akuntabilitas pelayanan yang meliputi pelaksanaan prosedur, persyaratan teknis 
dan administratif, biaya,  waktu, akta/janji, motto pelayanan, lokasi, standar 
pelayanan, informasi serta pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik. 

b. Tujuan ditetapkan petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan kejelasan bagi 
seluruh penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan pelayanan publik 
agar berkualitas sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. 

 
II. TRANSPARANSI PELAYANAN PUBLIK 
 

Transparansi penyelenggaraan pelayanan publik merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan 
yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan 
pengawasan/pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan 
informasi. 
 
Transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik utamanya meliputi:  
 
1. Manajemen dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

 
Transparansi terhadap manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik meliputi kebijakan, 
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian oleh masyarakat.  Kegiatan 
tersebut harus dapat diinformasikan dan mudah diakses oleh masyarakat;  
 

2. Prosedur Pelayanan 
 
Prosedur pelayanan adalah rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, 
sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus 
ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu pelayanan. 
Prosedur pelayanan publik harus sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan 
mudah dilaksanakan,  serta diwujudkan dalam bentuk Bagan Alir (Flow Chart) yang 
dipampang dalam ruangan pelayanan.  
 
Bagan Alir sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena berfungsi 
sebagai :  
 
a. Petunjuk kerja bagi pemberi pelayanan; 
b. Informasi bagi penerima pelayanan; 
c. Media publikasi secara terbuka pada semua unit kerja pelayanan mengenai prosedur 

pelayanan kepada penerima pelayanan; 
d. Pendorong terwujudnya sistem dan mekanisme kerja yang efektif dan efisien; 
e. Pengendali (control) dan acuan bagi masyarakat dan aparat pengawasan untuk 

melakukan  penilaian/pemeriksaan terhadap konsistensi pelaksanaan kerja. 
 
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan Bagan Alir, adalah:  
 
a.   Bagan Alir harus mampu menggambarkan proses pelayanan, petugas/pejabat yang 

bertanggung jawab untuk setiap tahap pelayanan, unit kerja terkait, waktu, dan dokumen 
yang diperlukan, dimulai dari penerimaan berkas permohonan sampai dengan selesainya 
proses pelayanan; 

b.    Model Bagan Alir dapat berbentuk bulat, kotak dan tanda panah atau disesuaikan dengan 
kebutuhan unit kerja masing-masing; 

c.    Ukuran Bagan Alir disesuaikan dengan luas ruangan, ditulis dalam huruf cetak dan 
mudah dibaca dalam jarak pandang minimal 3 (tiga) meter  oleh penerima pelayanan 
atau disesuaikan dengan  kondisi ruangan; 
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d.    Bagan Alir diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh penerima pelayanan. 
 

 3. Persyaratan Teknis dan Administratif Pelayanan 
 
Untuk memperoleh pelayanan, masyarakat harus memenuhi persyaratan yang telah 
ditetapkan oleh pemberi pelayanan, baik berupa persyaratan teknis dan atau persyaratan 
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Dalam menentukan persyaratan, baik teknis maupun administratif harus seminimal mungkin 
dan dikaji terlebih dahulu agar benar-benar sesuai/relevan dengan jenis pelayanan yang akan 
diberikan.  
Harus dihilangkan segala persyaratan yang bersifat duplikasi dari instansi yang terkait 
dengan proses pelayanan. Persyaratan tersebut harus  diinformasikan secara jelas dan 
diletakkan  di  dekat loket pelayanan, ditulis dengan huruf cetak dan dapat dibaca dalam 
jarak pandang minimum 3 (tiga) meter atau disesuaikan dengan kondisi ruangan. 
 

4. Rincian Biaya Pelayanan 
 
Biaya pelayanan adalah segala biaya dan rinciannya dengan nama atau sebutan apapun 
sebagai imbalan atas pemberian pelayanan umum yang besaran dan tata cara pembayarannya 
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Kepastian dan rincian biaya pelayanan publik harus diinformasikan secara jelas dan 
diletakkan di dekat loket pelayanan, ditulis dengan huruf cetak dan dapat dibaca dalam jarak 
pandang minimum 3 (tiga) meter atau disesuaikan dengan kondisi ruangan. 
 
Transparansi mengenai biaya dilakukan dengan mengurangi semaksimal mungkin 
pertemuan secara personal antara pemohon/penerima pelayanan dengan pemberi pelayanan. 
Unit pemberi pelayanan seyogyanya tidak menerima pembayaran secara langsung dari 
penerima pelayanan. Pembayaran hendaknya  diterima oleh unit yang bertugas mengelola 
keuangan/Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah/unit pelayanan. 
Di samping itu, setiap pungutan yang ditarik dari masyarakat harus disertai dengan tanda 
bukti resmi sesuai dengan jumlah yang dibayarkan. 
 

5. Waktu Penyelesaian Pelayanan 
 
Waktu penyelesaian pelayanan adalah jangka waktu penyelesaian suatu pelayanan publik 
mulai dari dilengkapinya/dipenuhinya persyaratan teknis dan atau persyaratan administratif 
sampai dengan selesainya suatu proses pelayanan. 
 
Unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan harus berdasarkan nomor 
urut permintaan pelayanan, yaitu yang pertama kali mengajukan pelayanan harus lebih 
dahulu dilayani/diselesaikan apabila persyaratan lengkap (melaksanakan azas First In First 
Out/FIFO). 
 
Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan publik harus diinformasikan secara jelas 
dan diletakkan di depan loket pelayanan, ditulis dengan huruf cetak dan dapat dibaca dalam 
jarak pandang minimum 3 (tiga) meter atau disesuaikan dengan kondisi ruangan. 
 

6. Pejabat yang Berwenang dan Bertanggung Jawab 
 
Pejabat/petugas yang berwenang dan bertanggung jawab memberikan pelayanan dan atau 
menyelesaikan keluhan/ persoalan/sengketa, diwajibkan memakai  tanda pengenal dan papan 
nama di meja/tempat kerja petugas. 
Pejabat/petugas tersebut harus ditetapkan secara formal berdasarkan Surat  Keputusan/Surat 
Penugasan dari pejabat yang berwenang. 
 
Pejabat/petugas yang memberikan pelayanan dan menyelesaikan keluhan harus dapat 
menciptakan citra positif terhadap penerima pelayanan dengan memperhatikan : 
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a. Aspek psikologi dan komunikasi, serta perilaku melayani; 
b. Kemampuan melaksanakan empathi terhadap penerima pelayanan, dan dapat merubah 

keluhan penerima pelayanan menjadi senyuman; 
c. Menyelaraskan cara penyampaian layanan melalui nada, tekanan dan kecepatan suara, 

sikap tubuh, mimik dan pandangan mata; 
d. Mengenal siapa dan apa yang menjadi kebutuhan penerima pelayanan; 
e. Berada di tempat yang ditentukan pada waktu dan jam pelayanan. 
 

7. Lokasi Pelayanan 
 
Tempat dan lokasi pelayanan diusahakan harus tetap dan tidak berpindah-pindah, mudah 
dijangkau oleh pemohon pelayanan, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup 
memadai termasuk penyediaan sarana telekomunikasi dan informatika (telematika). 
 
Untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan, dapat membentuk Unit 
Pelayanan Terpadu atau pos-pos pelayanan di Kantor Kelurahan/Desa/Kecamatan serta di 
tempat-tempat strategis lainnya. 
 

8. Janji Pelayanan 
 

Akta atau janji pelayanan merupakan komitmen tertulis unit kerja pelayanan instansi 
pemerintah dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. 
 
Janji pelayanan ditulis secara jelas, singkat dan mudah dimengerti, menyangkut hanya hal-
hal yang esensial dan informasi yang akurat, termasuk di dalamnya mengenai standar 
kualitas pelayanan. 
 
Dapat pula dibuat “Motto  Pelayanan”, dengan penyusunan kata-kata yang dapat 
memberikan semangat, baik kepada pemberi maupun penerima pelayanan. 
 
Akta/janji, motto pelayanan tersebut harus diinformasikan dan ditulis dengan huruf cetak 
dan dapat dibaca dalam jarak pandang minimum 3 (tiga) meter atau disesuaikan dengan 
kondisi ruangan. 
 

9. Standar Pelayanan Publik 
 
Setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib menyusun Standar Pelayanan masing-
masing sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dan dipublikasikan kepada masyarakat 
sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. 
 
Standar pelayanan merupakan ukuran kualitas kinerja yang dibakukan dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima 
pelayanan. 
 
Standar pelayanan yang ditetapkan hendaknya realistis, karena merupakan jaminan bahwa 
janji/komitmen yang dibuat dapat dipenuhi, jelas dan mudah dimengerti oleh para pemberi 
dan penerima pelayanan. 
 

10. Informasi Pelayanan 
 

Untuk memenuhi kebutuhan informasi pelayanan kepada masyarakat, setiap unit pelayanan 
instansi pemerintah, wajib mempublikasikan mengenai prosedur, persyaratan, biaya, waktu, 
standar, akta/janji, motto pelayanan, lokasi serta pejabat/petugas yang berwenang dan 
bertanggung jawab sebagaimana telah diuraikan di atas. 
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Publikasi dan atau sosialisasi tersebut di atas melalui antara lain, media cetak (brosur, leaflet, 
booklet), media elektronik (Website, Home-Page, Situs Internet, Radio, TV), media gambar 
dan atau penyuluhan secara langsung kepada masyarakat. 
 

  
III. AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK 
 

Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik 
maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
 
Pertanggungjawaban pelayanan publik meliputi:  
 
1. Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik 
 

a. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan proses yang antara 
lain meliputi: tingkat ketelitian (akurasi), profesionalitas petugas, kelengkapan sarana 
dan prasarana, kejelasan aturan (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan 
perundang-undangan)  dan kedisiplinan; 

b. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus sesuai dengan standar atau Akta/Janji 
Pelayanan Publik yang telah ditetapkan; 

c. Standar pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik 
kepada publik maupun kepada atasan atau pimpinan unit pelayanan instansi 
pemerintah. Apabila terjadi penyimpangan dalam hal pencapaian standar, harus 
dilakukan upaya perbaikan; 

d. Penyimpangan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja pelayanan publik harus 
diberikan kompensasi kepada penerima pelayanan;  

e. Masyarakat dapat melakukan penilaian terhadap kinerja pelayanan secara berkala 
sesuai mekanisme yang berlaku; 

f. Disediakan mekanisme pertanggungjawaban bila terjadi kerugian dalam pelayanan 
publik, atau jika pengaduan masyarakat tidak mendapat tanggapan sesuai dengan 
waktu yang telah ditentukan. 

 
2. Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik 
 

a. Biaya pelayanan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang telah ditetapkan;  

b. Pengaduan masyarakat yang terkait dengan penyimpangan biaya pelayanan publik, 
harus ditangani oleh Petugas/Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan/Surat 
Penugasan dari Pejabat yang berwenang. 

 
3. Akuntabilitas Produk Pelayanan Publik 
 

a. Persyaratan teknis dan administratif harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dari 
segi kualitas dan keabsahan produk pelayanan; 

b. Prosedur dan mekanisme kerja harus sederhana dan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan;  

c.  Produk pelayanan diterima dengan benar, tepat, dan sah. 
 
IV. PENGADUAN MASYARAKAT 
 

1. Untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan aparatur 
pemerintah, perlu disediakan akses kepada masyarakat untuk memberikan informasi, saran/ 
pendapat/tanggapan,  complaint/pengaduan dalam bentuk kotak pengaduan, kotak pos, atau 
satuan tugas penerima pengaduan yang berfungsi menerima dan menyelesaikan pengaduan 
masyarakat; 

2. Setiap orang yang menyampaikan pengaduan, baik secara tertulis maupun secara langsung 
kepada pejabat/petugas penerima pengaduan diberi surat/formulir tanda bukti pengaduan; 
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3. Pada surat/formulir tanda bukti pengaduan disebutkan nama dan jabatan pejabat/petugas 
yang berwenang untuk menyelesaikan masalah/pengaduan tersebut dan jangka waktu 
penyelesaiannya; 

4. Masukan masyarakat, baik berupa informasi, saran, pendapat, tanggapan dan atau pengaduan 
hendaknya ditindaklanjuti dengan langkah-langkah upaya perbaikan pelayanan oleh unit 
pelayanan instansi pemerintah yang bersangkutan; 

5. Apabila dalam pengaduan terdapat masyarakat yang dirugikan, perlu dipertimbangkan 
pemberian kompensasi; 

6. Pengaduan tertulis baik melalui surat maupun media elektronik oleh masyarakat harus 
disampaikan secara jelas dan bertanggungjawab dengan menyebutkan nama, alamat dan 
identitas yang sah (bukan ”surat kaleng”). 

7. Apabila dalam pengaduan ternyata terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh petugas 
pelayanan, maka perlu diberikan sanksi  kepada petugas yang bersangkutan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
V. PENUTUP  
 

1. Untuk memberikan motivasi kepada para penyelenggara pelayanan publik dalam 
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, dapat diadakan semacam 
perlombaan dan pemberian penghargaan (reward) bagi unit kerja pelayanan yang 
menunjukkan prestasi kerjanya dan sanksi (punishment) bagi yang kinerja pelayanannya 
rendah; 

2. Untuk mengukur tingkat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik, 
digunakan pengukuran melalui Indeks Kepuasan Masyarakat yang diatur dalam 
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 
tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan 
Instansi Pemerintah; 

3. Upaya perbaikan pelayanan publik harus dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan, 
serta disesuaikan dengan perkembangan perubahan situasi dan kondisi; 

4. Penerapan e-government oleh instansi pemerintah dapat menjadi alat bantu dalam 
melaksanakan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik; 

5. Dalam rangka meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh 
pelayanan umum, keadilan dan kesejahteraan secara lebih baik, dapat bekerjasama dengan 
lembaga pengawasan masyarakat dan Komisi Ombudsman Nasional. 

 
 
 
 
 
 
 

     
Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara, 
 
 
 
 
 

Feisal Tamin 
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